NOMOR

: 39

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

SERI : A

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
02 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

. a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar obyek dan

rincian obyek belanja dalam satu Perangkat Daerah, maka
berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan
Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka pelaksanaannya dapat dilakukan
dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sambil menunggu Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerabh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017.



Mengingat

.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun:/ 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan= Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor
5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun® 2005+ tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan. Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan® Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahuns 2011~ tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik® Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan.. Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik iIndonesia Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah “Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  ‘Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara:Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak
keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan
perwakilan “rakyat daerah (lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata « Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri “Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana; telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Menteri-~Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri
Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017,



Memperhatikan :

27.

28.

29.

30.

31.

32.

1.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan ' Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 /Nomor -4 Seri A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri
A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah “Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7
Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2017
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 1 Seri A).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
milik Pemerintah daerabh;



Menetapkan

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Nomor:
904/Kep.132.A-BPKAD/VI1/2017 tentang Persetujuan
Pergeseran Antar Objek dan Rincian Objek Belanja Tidak
langsung dan Belanja Langsung Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017,

Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 900/709-BPKAD
tentang Hasil Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Kedua
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja /Daerah
Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 -Nomor 14 Seri A) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran: Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri

atas :

1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 1.827.107.722.405,00
Bertambah Rp. 193.109.800.000,00
Jumlah Rp. 2.020.217.522.405,00



b. Dana Perimbangan

C.

Lain-lain pendapatan yang sah

Semula
Bertambah
Jumlah

2) Belanja

a.

akowhNpE

6.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1.

Belanja Pegawai
Semula
Bertambah
Jumlah

. Belanja Barang dan Jasa

Semula
Bertambah
Jumlah

. Belanja Modal

Semula
Bertambah
Jumlah

Jumlah Belanja Langsung

Belanja

Semula
Bertambah
Jumlah

Defisit

Rp.

Rp.
Rp.

1.798.904.798.784,00

906.963.765.242,00
248.022.676.000,00

Rp

1.154.986.441.242,00

Rp. 1.785.444.355.510,00
Rp. 300.000.000,00
Rp. 80.359.118.000,00
Rp. 74.200.000.000,00
Rp. 41.058.182.800,00
Rp. 3.000.000.000,00
Rp. 1.984.361.656.310,00

Rp. 649.853.032.114,60
Rp.  27.103.878.308,00
Rp. 676.959.910.422,60
Rp. 1.273.521.989.478,40
Rp.  170.547.661.346,00
Rp. 1.444.069.650.824,40

Rp.
Rp.

1.402.417.878.027,00
275.405.458.368,00

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

1.677.823.336.395,00

3.798.849.897.642,00

5.310.154.555.930,00
473.056.998.002,00

Rp.

(Rp.

5.783.211.553.952,00

809.102.791.521,00)



3) Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 891.683.161.321,00
b. Pengeluaran Rp. 82.580.369.800,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 809.102.791.521,00

2. Ketentuan Lampiran |, Lampiran | a dan Lampiran |l diubah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |, Lampiran | a dan Lampiran Il Peraturan.Wali
Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam .Peraturan ini akan
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran
APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal |1
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan. di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 39 SERI A



